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both in-person and online via Google Forms. To
ensure data quality, validity tests were administered,
and normality tests were included as part of the
classical assumption tests. Data analysis was carried
out using multiple linear regression models.
Hypothesis testing was conducted through partial
tests (T-tests) and the coefficient of determination
(R?). The findings reveal that information technology
utilization and internal control significantly influence
the performance of government agencies within the
regional government organizations of Kampar
Regency, while human resource quality negatively
impacts their performance.

PENDAHULUAN

Penataan manajemen pemerintahan di tingkat pusat dan daerah merupakan bagian penting
dari reformasi birokrasi karena keberhasilan kebijakan bergantung pada seberapa baik
manajemen berfungsi. Semua tingkatan, dari individu hingga pemerintahan secara keseluruhan,
melakukan penilaian kinerja. Kebutuhan akan keterbukaan informasi dari lembaga publik
semakin meningkat di Indonesia seiring dengan pertumbuhan sektor publik. Ini termasuk
kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat (Indirayana, 2021).

Selama reformasi birokrasi, organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, harus
memperbaiki manajemennya (Maharani, 2020). Kinerja lembaga pemerintah menunjukkan
pencapaian sasaran yang didasarkan pada visi, misi, dan strategi. Ini juga menunjukkan tingkat
keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan
(Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2014). Tujuan dari Laporan Kinerja
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Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah untuk menyampaikan pencapaian strategis
pemerintah kabupaten Kampar selama tahun 2021.

Laporan ini menggambarkan prestasi untuk setiap indikator kinerja, termasuk pencapaian
sasaran dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kampar. Data ini merujuk pada variabel yang dicatat
dalam RPJMD yang merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
di Kabupaten Kampar untuk Tahun 2017-2022, yang mencakup visi, misi, strategi, dan arah
kebijakan. Selanjutnya, data tersebut diuraikan secara lebih rinci dalam bentuk program,
indikator kinerja, dan target pencapaian.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan 21 sasaran dan 34 indikator kinerja
dalam RPJMD 2017-2022. Tetapi pencapaian target masih berbeda. Misi SDM handal pertama
hanya mencapai 45,45%, misi kedua tentang pertanian dan lingkungan hidup 66,67%, dan misi
ketiga tentang infrastruktur 66,66%. Misi kesehatan keempat tercapai sepenuhnya, misi kelima
tentang pariwisata dan industri hanya mencapai 33,33%, dan misi keenam tentang citra religius
Kampar gagal. Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, pengendalian internal,
pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan SDM harus ditingkatkan.

Maka dari itu, untuk mendapatkan kinerja pemerintahan yang optimal, penggunaan
teknologi informasi, penilaian kinerja, pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas,
hingga pengendalian internal semuanya digabungkan. Ketika semua elemen ini diterapkan secara
menyeluruh, lembaga pemerintahan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menyediakan
layanan publik yang berkualitas tinggi, jelas, dan akuntabel. Kinerja didefinisikan sebagai hasil
kerja seseorang, organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan atau standar yang telah
ditentukan selama periode jangka waktu tertentu (Rivai, 2020). Pencapaian kinerja yang optimal
menunjukkan seberapa jauh suatu organisasi dapat mencapai visi, misi, target, dan sasarannya
secara menyeluruh melalui perencanaan strategis.

LANDASAN TEORI
Stewardship theory

Pada tahun 1991, Donaldson dan Davis mengembangkan teori stewardship dan
mengemukakan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan pribadi; sebaliknya, mereka
berkonsentrasi pada pencapaian hasil penting untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengatakan
bahwa kepuasan pelanggan dan kesuksesan organisasi terkait erat. Kesuksesan organisasi
ditunjukkan oleh upaya manajemen dan pimpinan untuk memaksimalkan utilitas (Hidayat et al.,
2021). Pada akhirnya, orang-orang yang terlibat dalam organisasi akan merasa lebih baik jika
manfaat kelompok ini dimaksimalkan.

Dalam penelitian bidang akuntansi tentang organisasi pada sektor publik seperti
pemerintahan dan lembaga non-profit dapat menggunakan teori stewardship. Akuntansi sektor
publik telah dirancang untuk melengkapi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam hubungan
antara pemerintah dan pemilik. Dalam stewardship theory, pemerintah bertindak sebagai steward
yang mengelola sumber daya, dan rakyat bertindak sebagai pemilik sumber daya. Hubungan
antara pemerintah (steward) dan rakyat (pemilik) dibangun berdasarkan kepercayaan dan tujuan
bersama yang sesuai dengan kepentulian.

Akuntabilitas dalam organisasi sektor publik berarti bahwa pemerintah, sebagai steward,
bertanggung jawab atas tindakannya kepada masyarakat sebagai principal atau pemberi amanah
principal, dengan memberikan segala informasi tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi.
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Teori stewardship dapat diterapkan dan masih relevan dalam model kasus organisasi pada sektor
publik karena organisasi sektor publik bertanggung jawab penuh atas pelayanan yang diberikan
kepada khalayak umum atau masyarakat. Dengan asumsi-asumsi dasar tertentu, organisasi
menunjukkan adanya sinergi antara principal dan steward. Teori stewardship juga dikenal sebagai
teori pengelolaan, atau penata layanan.

Teori Atribusi

eori atribusi adalah konsep dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana individu
memahami dan menafsirkan penyebab di balik perilaku mereka sendiri maupun perilaku orang
lain. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Heider (1958), yang menyatakan bahwa manusia
cenderung mengaitkan perilaku dengan faktor internal seperti karakteristik pribadi, atau faktor
eksternal seperti situasi atau kondisi lingkungan. Atribusi internal terjadi ketika seseorang
menilai bahwa perilaku disebabkan oleh faktor-faktor yang berada dalam kendali individu
tersebut, sementara atribusi eksternal mengacu pada penilaian bahwa perilaku disebabkan oleh
faktor-faktor di luar kendali individu (Arianti, 2022).

Teori ini kemudian diperluas oleh Kelley (1967) melalui model kovariasi, yang
mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam proses atribusi: konsensus, konsistensi, dan
distinktifitas. Konsensus mengukur sejauh mana orang lain bertindak dengan cara yang sama
dalam situasi tertentu, konsistensi menilai apakah perilaku tersebut konsisten dalam berbagai
situasi yang serupa, dan distinktifitas melihat apakah perilaku tersebut unik terhadap situasi
tertentu. Melalui analisis terhadap ketiga dimensi ini, individu dapat menilai apakah penyebab
suatu perilaku lebih mungkin berasal dari faktor internal atau eksternal, yang pada akhirnya
mempengaruhi cara mereka merespons atau memahami situasi tersebut.

Menurut teori ini, ketika seseorang melihat tingkah laku orang lain, mereka akan
menentukan apakah tingkah laku tersebut disebabkan oleh hal eksternal atau internal. Faktor
internal mengontrol perilaku individu, sementara faktor luar mempengaruhi perilaku eksternal
(Zhang et al 2021; Wijaya et al 2022). Teori atribusi mendefinisikan bagaimana seseorang
memahami dan bertindak terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Teori ini mencakup
pemahaman tentang sebab-sebab di balik peristiwa yang terjadi. Teori ini menekankan bahwa
karakteristik dan sikap individu terkait erat dengan perilaku, baik internal maupun eksternal,
sehingga karakteristik dan sikap tersebut dapat diidentifikasi dalam situasi tertentu. Menurut Fritz
Heider, kekuatan internal terdiri dari kelelahan, kemampuan, dan usaha, sedangkan kekuatan
eksternal terdiri dari aturan yang berlaku dan cuaca. Kedua kekuatan ini mempengaruhi perilaku
seseorang secara bersamaan. Atribusi internal dan eksternal dianggap dapat mempengaruhi
evaluasi kinerja seseorang; masing-masing individu akan berperilaku dengan cara yang berbeda
tergantung pada sejauh mana mereka menganggap atribusi internal dan atribusi eksternal.

Pengertian Kinerja

Kinerja pada instansi pemerintahan merujuk pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh lembaga pemerintah melalui berbagai aktivitas dan program. Kinerja ini tidak
hanya diukur berdasarkan output atau hasil akhir, tetapi juga dari proses dan efisiensi dalam
menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Menurut Baehaki dan Faisal (2020) kinerja dalam
konteks pemerintahan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang
mencakup efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, instansi pemerintahan
diharapkan dapat menunjukkan performa yang optimal dalam menyediakan layanan publik, serta
memenuhi harapan masyarakat dan stakeholders lainnya.
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Lebih lanjut, Ramadhania dan Novianty (2020) menambahkan bahwa kinerja dalam
pemerintahan juga berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya,
termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi, secara efektif dan efisien. Faktor-faktor
seperti budaya organisasi, kepemimpinan, serta sistem pengukuran kinerja juga memainkan peran
penting dalam menentukan kualitas kinerja sebuah instansi pemerintahan. Dengan adanya
penilaian kinerja yang komprehensif, instansi pemerintahan dapat melakukan perbaikan dan
peningkatan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat memberikan
manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Nurdiansyah et al., 2023).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintahan memainkan peran penting dalam
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Menurut Triandis
(1980) teknologi informasi dapat membantu instansi pemerintahan untuk mengelola data secara
lebih efektif, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan aksesibilitas
informasi bagi masyarakat. Thomson et al. (1991), seperti dikutip oleh Wijana (2007)
mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk
memberikan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik, serta
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Amran (2020) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indirayana (2021) juga mengemukakan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi menguntungkan kinerja lembaga pemerintah. Sayudha (2020)
mengatakan bahwa peraturan organisasi yang mendukung teknologi akan mendorong
penggunaan. Namun, Amri (2019) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi di BPD
Kabupaten Bulukumba tidak berdampak pada kinerja kantor, dan Maharani (2020) menemukan
bahwa itu berdampak positif. Maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Zetra (2009) Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada instansi pemerintahan
sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik.
Kualitas SDM ditentukan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman,
serta kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Dalam konteks pemerintahan, SDM yang
berkualitas akan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi,
peningkatan produktivitas, serta pelaksanaan tugas yang lebih baik (Budiani dan Asyik, 2021).
Oleh karena itu, pengembangan SDM melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan
pengelolaan karir yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan
kepada masyarakat.

Selanjutnya, menurut Indirayana (2021). menyatakan bahwa kualitas SDM dalam instansi
pemerintahan juga dipengaruhi oleh sistem manajemen dan budaya organisasi. Lingkungan kerja
yang kondusif, kesempatan untuk berkembang, serta dukungan dari atasan dan rekan kerja
merupakan faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Dengan
pengelolaan SDM yang baik, instansi pemerintahan dapat lebih efektif dalam merespons
tantangan dan perubahan yang terjadi, serta memastikan bahwa mereka memiliki pegawai yang
kompeten dan siap menghadapi dinamika dalam pelayanan publik. Hal ini pada gilirannya akan
mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
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H2: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada instansi pemerintahan merupakan sistem yang dirancang untuk
memastikan bahwa operasi organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta
untuk mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan atau penyimpangan. Menurut Maharani
(2020). pengendalian internal mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam
konteks pemerintahan, pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas
operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan akuntabilitas serta
transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selain itu, Amri (2019) menjelaskan bahwa pengendalian internal di instansi pemerintahan
juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengendalian internal yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan
mengelola risiko-risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian,
pengendalian internal bukan hanya alat untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penipuan,
tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara
efektif dan efisien (Welly, 2021). Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja
pemerintah dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

Menurut hasil penelitian Fadillah et al. (2020) pengendalian internal adalah serangkaian
prosedur dan kebijakan yang diadopsi oleh organisasi untuk memastikan bahwa operasinya
berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Dalam konteks instansi
pemerintah, pengendalian internal memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kinerja
organisasi, karena pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan
pelaksanaan program-program yang berdampak pada masyarakat (Tri Putri Indirayana, 2021).
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengadopsi
jenis penelitian survei, di mana teknik pengukuran statistik digunakan untuk mengolah data. Data
dikumpulkan melalui jawaban para responden yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan
secara langsung di lapangan serta melalui platform online seperti Google Forms. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22.4.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang mencakup objek atau
subjek dengan karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian untuk dianalisis dan diambil
kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah 53 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar. Sampel merupakan bagian dari populasi yang
dipilih sebagai representasi untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability
sampling dengan metode Sampel Jenuh. Unit analisis mencakup kepala dinas, kepala bidang, dan
sekretaris dari setiap OPD di Kabupaten Kampar.
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Pemilihan sampel didasarkan pada peran penting individu-individu tersebut dalam
menjalankan fungsi utama seperti perumusan rencana program, koordinasi, pemantauan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Karena
mereka memimpin unit-unit ini, mereka diharapkan mampu memberikan gambaran yang
representatif mengenai kinerja OPD masing-masing. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 53 responden.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan Hafni Sahir (2021), analisis data merupakan proses pengolahan data agar
informasi yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Proses ini mencakup
penyajian informasi dari hasil pengolahan data, pengelompokan data, serta rangkuman hasil yang
akhirnya membentuk kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi
linier berganda, atau yang dikenal sebagai multiple regression, yang dilakukan dengan bantuan
komputer menggunakan aplikasi SPSS versi 22.4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-
variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan
teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Statistik
deskriptif ini disusun berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden:

Tabel 1
Deskriptive Statistics
N Min Max Mean Std. Deviation
X1 43 21 28 25,58 1,721
X2 43 17 24 21,84 1,926
X3 43 27 36 33,05 2,225
Y 43 29 36 33,58 1,942
Valid N (listwise) 43

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan tabel 1 statistik deskriptif di atas, dijelaskan bahwa nilai jawaban responden
yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut: Dari 43 responden untuk
variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiiki rata-rata nilai 25,58 yang mempengaruhi
kinerja instansi pemerintah (Y) dengan standar deviasi 1,721. Selanjutnya, variabel kualitas
sumber daya manusia (X2) menunjukkan rata-rata nilai sebesar 21,84 yang mempengaruhi nilai
informasi pelaporan keuangan dengan standar deviasi 1,926 dari total 43 responden,. Kemudian,
untuk variabel pengendalian internal (X3), rata-rata nilai yang mempengaruhi kinerja instansi
pemerintah adalah sebesar 33,05 dari total 43 responden dengan standar deviasi 2,225.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata nilai yang diberikan oleh responden
terhadap hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah 33,58 dengan standar deviasi
1,942.
Uji Kualitas Data
1) Uji Validitas
Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas dalam penelitian merujuk pada sejauh
mana instrumen penelitian mampu mengukur data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Uji
validitas adalah proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana alat ukur dapat dengan akurat
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mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur (Sanaky, 2021). Untuk melakukan uji validitas,
digunakan metode Pearson Correlation yang mengevaluasi hubungan antara nilai setiap item
dengan nilai total keseluruhan. Nilai total item dihitung dengan menjumlahkan semua nilai item.
nilai r hitung > dari r tabel (0,3008). Disimpulkan bahwa semua butir instrumen variabel tersebut
valid. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan hasil uji kualitas data:
Tabel 2
Uji Validitas
Pertanyaan R hitung R tabel | Kesimpulan
Pemanfaatan 0,675 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(Al)
Pemanfaatan 0,404 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(A2)
Pemanfaatan 0,497 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(A3)
Pemanfaatan 0,582 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(A4)
Pemanfaatan 0,512 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(AS)
Pemanfaatan 0,528 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(A6)
Pemanfaatan 0,447 0,3008 Valid
Teknologi
Informasi(A7)
Kualitas Sumber 0,662 0,3008 Valid
Daya
Manusia(B1)
Kualitas Sumber 0,706 0,3008 Valid
Daya
Manusia(B2)
Kualitas Sumber 0,807 0,3008 Valid
Daya
Manusia(B3)
Kualitas Sumber 0,695 0,3008 Valid
Daya
Manusia(B4)
Kualitas Sumber 0,563 0,3008 Valid
Daya
Manusia(B5)
Kualitas Sumber 0,476 0,3008 Valid
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Daya
Manusia(B6)
Pengendalian 0,544 0,3008 Valid
Internal (C1)
Pengendalian 0,579 0,3008 Valid
Internal (C2)
Pengendalian 0,414 0,3008 Valid
Internal (C3)
Pengendalian 0,635 0,3008 Valid
Internal (C4)
Pengendalian 0,41 0,3008 Valid
Internal (C5)
Pengendalian 0,466 0,3008 Valid
Internal (C6)
Pengendalian 0,613 0,3008 Valid
Internal (C7)
Pengendalian 0,437 0,3008 Valid
Internal (C8)
Pengendalian 0,626 0,3008 Valid
Internal (C9)
Kinerja Instansi 0,306 0,3008 Valid
Pemerintah (D1)
Kinerja Instansi 0,482 0,3008 Valid
Pemerintah (D2)
Kinerja Instansi 0,443 0,3008 Valid
Pemerintah (D3)
Kinerja Instansi 0,511 0,3008 Valid
Pemerintah (D4)
Kinerja Instansi 0,598 0,3008 Valid
Pemerintah (D5)
Kinerja Instansi 0,601 0,3008 Valid
Pemerintah (D6)
Kinerja Instansi 0,493 0,3008 Valid
Pemerintah (D7)
Kinerja Instansi 0,542 0,3008 Valid
Pemerintah (DS)
Kinerja Instansi 0,374 0,3008 Valid
Pemerintah (D9)

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
2) Uji Reliabilitas
Hasil pengujian reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai
koefisien Cronbach's Alpha lebih besar dari nilai batas (0,60). Hal ini menunjukkan bahwa semua
butir instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.
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Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Jumlah Cronbach's

Item Alpha
X1 7 0,616
X2 6 0,732
X3 9 0,670
Y 9 0,602

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Tabel 4
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

N 43
Normal Parameters®® Mean ,0000000
Std. Deviation 0,43564162
Most Extreme Differences Absolute ,109
Positive ,109
Negative -,049
Test Statistic ,109
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200¢4

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan tabel 4, distribusi data dianalisis untuk menentukan apakah data memiliki
distribusi normal. Analisis ini menggunakan uji non-parametrik Normal Probability Plot dan
Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed)
lebih besar dari 0,05, yaitu 0,200, yang mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini
terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinerialitas
Uji multikolinearitas adalah prosedur yang digunakan untuk memeriksa asumsi dalam
regresi berganda, yaitu bahwa variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi
satu sama lain. Pengujian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 22.4, dengan
fokus pada nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil dari uji multikolinearitas untuk persamaan
regresi 1 dapat ditemukan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Uji Hasil Multikolinerialitas
Coefficients
Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model b Std. Error Beta t Sig. | Tolarance | VIF
1 | (Constant) 4,522 1,149 3,935 | ,000
X1 ,289 ,059 4,909 | ,000 AT5 2,106
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X2 -,096 ,043 -2,250 | ,030 ,720 1,389
X3 , 719 ,045 15,977 | ,000 ,485 2,062

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 5 hasil uji multikolinearitas, terlihat bahwa tidak ada variabel yang
memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Nilai tolerance masing-masing variabel adalah 0,475
(X1), 0,720 (X2), dan 0,485 (X3). Selain itu, nilai VIF seluruh variabel juga kurang dari 10, yaitu
2,106 (X1), 1,389 (X2), dan 2,062 (X3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas pada data tersebut.

3) Uji Heteroskedastisitas

Analisis heteroskedastisitas dapat diperoleh dari output aplikasi SPSS versi 22.4 yang
ditampilkan pada gambar scatterplot berikut:

Scatterplot
Dependent Variable: TOTAL.Y

Regression Studentized Residual
o
o
o

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1. Dependent Variabel
Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa titik-titik pada Gambar 1 tersebar
secara acak tanpa menunjukkan pola tertentu. Di sekitar angka 0 pada sumbu Y, tidak terlihat
adanya pola yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi
heteroskedastisitas.

Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengevaluasi data,
mengingat adanya hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.
Proses analisis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22.4. Regresi
linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh beberapa variabel
independen terhadap satu variabel dependen. Hasil dari analisis ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 6
Coefficients
Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model b Std. Error Beta t Sig. Tolarance | VIF
1 | (Constant) 4,522 1,149 3,935 ,000
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X1 ,289 ,059 4,909 ,000 475 2,106
X2 -,096 ,043 -2,250 | 1,030 ,720 1,389
X3 , 719 ,045 15,977 | ,000 ,485 2,062

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan tabel 6 persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
Y =0a+p1X1+p2X2+PB3X3+e
Nilai IPK= 4,522 + 0,289 + (-0,096) + 0,719
Dari penjelasan persamaan tersebut, konstanta (o) sebesar 4,522 menunjukkan bahwa jika

semua variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan
pengendalian internal) bernilai 0, maka kinerja instansi pemerintah akan memiliki nilai 4,522.
Koefisien (X1) sebesar 0,289 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada
pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0,289,
dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Koefisien (X2) sebesar -0,096 menunjukkan bahwa
setiap peningkatan 1 unit pada kualitas sumber daya manusia akan menurunkan kinerja instansi
sebesar 0,096, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Sementara itu, koefisien (X3) sebesar
0,719 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada pengendalian internal akan
meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0,719, dengan asumsi variabel lainnya tetap
konstan.
Pengujian Hipotesis
1) UjiT

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen secara individual. Hipotesis nol (HO) diterima jika nilai t yang dihitung lebih
kecil atau sama dengan nilai t tabel, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) ditolak jika nilai t yang
dihitung lebih besar dari t tabel. Selain itu, hipotesis dianggap diterima jika nilai signifikansi
kurang dari 0,05, dan ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil dari uji t dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Coefficients

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model b Std. Error Beta t Sig.
1 | (Constant) 4,522 1,149 3,935 |,000
X1 ,289 ,059 4,909 |,000
X2 -,096 ,043 -2,250 | ,030
X3 , 719 ,045 15,977 | ,000

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan dari tabel 7 di atas bahwa hasil uji parsial (t) pada model regresi linier berganda
menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (t = 4,909 < 0,05) secara
signifikan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Demikian pula, variabel kualitas sumber
daya manusia (t = -2,250 < 0,05) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi
pemerintah. Selain itu, variabel pengendalian internal (t = 3,300 > 0,05) memberikan pengaruh
positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Koefisien Determinan (R2)
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Koefisien determinasi dapat dibuktikan dari hasil output aplikasi SPSS 22.4 pada tabel model
summary yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Model Summary®
Model R R Square | Adjusted R Std. Error of the Estimate
Square
1 9752 0,950 0,946 0,45209

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024

Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,950 dan adjusted R? sebesar 0,946 menunjukkan
bahwa 94,6% variasi dalam kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh faktor-faktor seperti
pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan pengendalian internal.
Sebaliknya, 5,4% variasi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai
standar error of the estimate (SEE) sebesar 0,452 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat
kesalahan prediksi yang relatif rendah, sehingga meningkatkan akurasi dalam memprediksi
kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa koefisien (B) sebesar 0,289, yang berarti
setiap peningkatan satu unit dalam pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja
instansi pemerintah sebesar 0,289 unit. Dengan nilai signifikansi 0,000, pengaruh ini signifikan,
menekankan pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja instansi. Dalam
kerangka Teori Stewardship yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991), pemimpin
yang bijak akan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif,
memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung kerja yang lebih efisien dan transparan.
Temuan ini konsisten dengan penelitian Maharani (2020) yang juga menekankan dampak positif
teknologi informasi terhadap kinerja instansi, meskipun berbeda dengan hasil penelitian Amri
(2019) yang menyatakan sebaliknya. Integrasi teknologi informasi, jika didukung oleh pelatihan
yang memadai, dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan manusia,
sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kerja.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa koefisien (B) sebesar -0,096
mengindikasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) mengurangi kinerja instansi
pemerintah sebesar 0,096 unit, dengan signifikansi 0,030. Ini menandakan hubungan negatif yang
signifikan antara kualitas SDM dan kinerja instansi, di mana peningkatan kualitas SDM
cenderung menurunkan kinerja. Sebagian besar responden berusia 41-50 tahun (48,84%) dan
memiliki pendidikan S1 (60,47%) atau S2 (39,53%). Meskipun usia dan pendidikan tinggi
umumnya diharapkan meningkatkan kinerja, banyak pegawai yang baru menjabat kurang dari
dua tahun (48,84%), sehingga masih dalam proses adaptasi. Kurangnya pengalaman dan
tantangan dalam menghadapi teknologi baru dapat menurunkan kinerja. Organisasi perlu
berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan lingkungan kerja yang mendukung untuk
meningkatkan kinerja SDM. Menurut teori atribusi, kinerja pegawai sering dikaitkan dengan
kualitas SDM. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lain seperti lingkungan
kerja dan teknologi yang tersedia dalam penilaian kinerja.
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Pengaruh Pengendalian internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian internal yang kuat memungkinkan organisasi memantau, mengevaluasi, dan
menyesuaikan operasional secara real-time, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan
penyimpangan. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa koefisien (B) sebesar 0,719,
dengan nilai signifikansi 0,000, menandakan pengaruh signifikan pengendalian internal terhadap
kinerja instansi pemerintah. Teori atribusi menjelaskan bahwa kinerja yang baik sering dikaitkan
dengan efektivitas pengendalian internal, sementara kegagalan cenderung dihubungkan dengan
kelemahan dalam sistem tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian Amri (2019) yang
menunjukkan pengaruh positif pengendalian internal terhadap kinerja, meskipun penelitian lain,
seperti Viola et al. (2023), menemukan pengaruh yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas.
Kesimpulannya, pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kinerja
dan kepercayaan publik, namun perlu terus disempurnakan dan dikombinasikan dengan variabel
lain untuk memaksimalkan manfaatnya.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal
memberikan dampak positif terhadap kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Kampar,
dengan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Namun, kualitas SDM menunjukkan efek
negatif, yang mengindikasikan adanya faktor lain yang menghambat kinerja meskipun pegawai
memiliki kualifikasi tinggi. Temuan ini berguna dalam merancang strategi untuk memperbaiki
kinerja instansi.
SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kampar meningkatkan kinerja pegawai melalui pelatihan, memperbaiki fasilitas teknologi
informasi, dan memperkuat pengendalian internal dengan menugaskan pegawai berkualitas tinggi.
Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel tambahan dan memperluas objek
penelitian untuk mengeksplorasi faktor lain yang memengaruhi kinerja. Selain itu, peningkatan
jumlah responden dari berbagai pihak dapat meningkatkan representasi data penelitian di masa
depan.
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